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1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi suatu
wilayah secara berkesinabungan menuju ke keadaan yang lebih baik. Pada
hakekatnya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan terbukanya
lapangan kerja suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan
sistem kelembagaan (Arsyad, 1999).

Berkaitan dengan itu, pembangunan ekonomi juga merupakan suatu
kenyataan fisik atau tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui
serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai
kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama dari proses pembangunan yaitu terjadinya
peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok serta distribusi berbagai kebutuhan
pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan hidup yang pokok (Kuncoro,
2000).

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah bagian dari tujuan
pembangunan pedesaaan. Salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di
Indonesia adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Data
Badan Pusat Statistik (2020), menunjukkan bahwa pada bulan September 2017 ada
16,31 juta masyarakat desa di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih

lanjut, 23% rumah tangga kategori pra-sejahtera bekerja di sektor pertanian.



Pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
yang sejalan dengan satu dari tujuh belas kesepakatan bersama dalam Sustainable
Development Goals (SDGs), yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk dan
di manapun. Salah satu tujuannya yaitu menurunkan masyarakat kategori miskin
menurut standar nasional menjadi separuhnya. Dengan potret sebagian besar
masyarakat miskin di Indonesia berada di wilayah pedesaan, maka program
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diharapkan dapat membantu mencapai
target yang tertuang dalam SDGs (Wibowo, 2020).

Todaro dan Smith (2012) menyatakan bahwa ini adalah salah satu masalah
pembangunan yang membahas bentuk kemiskinan sebagai dasar dari paradigma
pembangunan ekonomi. Seiring waktu, paradigma pembangunan telah berubah.
Selama tahun 1950-an dan 1960-an, proyek pengentasan kemiskinan sangat
menekankan pembangunan infrastruktur untuk tujuan industrialisasi, serta
mendukung pengembangan irigasi di sektor pertanian. Pada tahun 1980-an setelah
Perang Dunia Il, pembangunan ekonomi berlangsung melalui pembangunan
terencana. Mengambil perencanaan pembangunan sebagai cara pertumbuhan
ekonomi yang paling dapat diandalkan dan langsung. Sedangkan pembangunan pada
tahun 1990-an mulai melihat partisipasi aktif masyarakat sebagai subyek dan obyek
pembangunan itu sendiri. Chambers (1994) mengatakan bahwa paradigma
pembangunan saat ini telah berubah dari pembangunan material menjadi
pembangunan yang berorientasi pada rakyat.

Tujuan dari program pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat seringkali hanya berkaitan
dengan akumulasi kekayaan atau kekayaan dan kepemilikan harta benda. Dengan
demikian, Kasser (2007) menunjukkan bahwa kesejahteraan hanya dilihat sebagai

daya beli. Pembangunan pedesaan di masa lalu hanya berurusan dengan pertanyaan



tentang bagaimana memodernisasi sektor pertanian dan mendapatkan manfaat
ekonomi langsung dari modernisasi ini (Rivera, 2017).

Berkaitan dengan itu, Pouw dan Gupta (2017) menyatakan bahwa dalam
menghadapi perkembangan sosial yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan
multidisiplin untuk mengatasi masalah pembangunan. Program pembangunan
multidisiplin ini merupakan pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif
memiliki aspek politik dan sosial, seperti keterlibatan masyarakat, bukan hanya aspek
ekonomi. Untuk melaksanakan rencana pembangunan, harus dikaitkan dengan
prioritas politik dalam pembangunan inklusif. Oleh karena itu, strategi pembangunan
desa diharapkan berpijak pada aspek potensi yang dimiliki desa (Amanda, 2015).

Desa yang selama ini memiliki potensi namun masih sulit untuk menjadi desa
yang mandiri karena hingga kini tingkat kesejahteraan di desa masih sangat rendah
ditandai dengan meningkat angka kemiskinan di tingkat desa. Oleh karena itu
dibutuhkan langkah atau sasaran pembangunan yang tepat. Di Halmahera Barat
dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin terus meningkat. Seperti pada
tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-
2020 Satuan Angka Persen (%)

No | Tahun Penduduk Miskin (%)
1 2016 8,77
2 2017 8,74
3 2018 8,74
4 2019 8,59
5 2020 8,82

Sumber: BPS, Penduduk miskin Halmahera Barat:2016-2020



Dari data di atas menunjukan bahwa hingga tahun 2020 jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Halmahera Barat masih sangat tinggi Selain itu Kabupaten
Halmahera Barat pada tahun 2019 presentase penduduk miskin sempat mengalami
penurunan 8,59 persen sebelumnya tahun 2018 mengalami kenaikan 8,74 persen,

tetapi pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 8,82 persen (BPS, 2020)

BPS (2020) menunjukan bahwa Halmahera Barat adalah salah satu
kabupaten yang ada di Maluku Utara yang Ibu kota kabupaten ini terletak di Jailolo.
Luas kabupaten Halmahera Barat mencapai 1.704,00 km2 dan berpenduduk
sebanyak 136.092 jiwa dengan 10 kecamatan, yakni kecamatan Jailolo, kecamatan
Jailolo selatan, kecamatan Jailolo Timur, kecamatan Sahu, dan kecamatan Sahu
timur, kecamatan Ibu, kecamatan Ibu Selatan, kecamatan Tabaru, kecamatan Loloda

Selatan dan kecamatan Loloda Tengah.

Sebagai kabupaten yang sebagian besar penduduknya bergantung pada
potensi desa pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori ini berperan
sebagai penyumbang terbesar dalam total perekonomian sehingga menjadi leading
sector di Halmahera Barat, seharusnya potensi setiap sektor ini harus dikembangkan.
Nilai tambah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2020
atas dasar harga berlaku mencapai 0,9 triliun rupiah atau sebesar 39,41 persen dari
PDRB Halmahera Barat. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusinya mencapai 39,41 persen pada tahun 2020.
Dalam subkategori tersebut, perkebunan tahunan mendominasi pembentukan nilai

tambah subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, diikuti



Perikanan. Komoditas perkebunan Halmahera Barat didominasi oleh cengkeh,
kelapa, dan pala yang menjadi komoditas andalan perkebunan di Kabupaten
Halmahera Barat (BPS, 2020).

Grafik distribusi presentase lapangan usaha pertanian, kehutanan dan
perikanan atas dasar harga berlaku tahun 2016-2020 satuan angka persen adalah

sebagai berikut :

Grafik 1.1 Distribusi Presentase Lapangan Usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2016-
2020 (persen)
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=@ Grafik 1.1 Distribusi Presentase Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2016-2020 (persen)

Sumber; BPS, Lapangan Usaha Halmahera Barat: 2016-2020

Kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah adalah sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan. Kontribusinya mencapai 39,41 persen pada tahun 2020.
Dalam subkategori tersebut, perkebunan tahunan mendominasi pembentukan nilai
tambah subkategori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, diikuti
perikanan. Halmahera Barat didominasi oleh Komoditas perkebunan seperti cengkenh,
kelapa, dan pala. Kelapa menjadi komoditas andalan perkebunan di Kabupaten

Halmahera Barat. Di satu sisi subkategori perikanan juga memiliki kontribusi yang



cukup besar terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun

2020. Pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2016-2020

menurut satuan angka persen, dijalaskan seperti pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.2 Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, 2016-2020 (persen)
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Grafik 1.2 Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2016-2020
(persen)

Sumber; BPS, Lapangan Usaha Halmahera Barat: 2020

Data pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2016-
2020 menunjukan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2020
tumbuh 3,13 persen, pertumbuhan ini mengalami penurunan 0,64 persen
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Halmahera Barat kaya
dengan potensi-potensi tersebut serta memiliki peluang untuk mengembangkan
potensi di atas dan untuk mengembangkan itu harus dimulai dari desa. Salah satunya
adalah desa yang ada di Kecamatan Loloda Tengah. Kecamatan Loloda Tengah
adalah kecamatan baru yang diresmikan pada hari rabu 14 Juli 2021, setelah
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Maluku Utara

mengeluarkan kode registrasi dan data wilayah administrasi pemerintahan



Kecamatan Loloda Tengah pada 17 Mei 2021 dengan nomor: 125/2723/BAK, dengan
Kode Wilayah: 82.01.10.

Namun, sebelum menjadi kecamatan, wilayah ini termasuk territorial
Kecamatan Loloda. Oleh karena itu, di bawah ini disajikan data potensi ekonomi desa

yang ada di kecamatan Loloda, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2 Hasil produksi sektor ekonomi Kecamatan Loloda tahun 2020

No | Jenis Komuditas Hasil Produksi (Ton)
2 Kelapa/Kopra 5.182
3 Pala 178
4 Cengkeh 33
5 Holtikultura 136,34
6 Perikanan 218
Jumlah = 5.747,34

Sumber: BPS, Kecamatan Loloda dalam angka 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan ini memiliki potensi
ekonomi yang melimpah. Jika dikelola dengan baik potensi ini, maka setiap desa yang
ada di kecamatan Loloda Tengah ini akan menjadi contoh desa yang mandiri di
kabupaten Halmahera Barat. Desa mandiri yang dimaksud adalah desa yang mampu
menyediakan kebutuhan sendiri dan tidak semata-mata bergantung pada bantuan
pemerintah. Tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
produktivitas sumber daya alam yang dimiliki akan menjadi tujuan jangka panjang
proses pembangunan pedesaan yang mandiri.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut dapat menjadi

faktor penunjang bagi setiap desa yang ada di kecamatan ini untuk menjadi desa yang



mandiri. Tetapi sampai saat ini pemerintah kecamatan Loloda Tengah masih sulit
untuk mengelola potensi tersebut dengan baik sehingga cita-cita untuk menjadi desa
mandiri masih sulit untuk diwujudkan. Jumlah penduduk kecamatan Loloda Tengah
sebanyak 5.135 jiwa dengan pekerjaan mayoritas sebagai petani (BPS, 2020).

Walaupun kecamatan ini kaya akan sumber daya alam (SDA) namun
pengelolaannya belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
setempat sehingga sehingga pengangguran di tingkat desa tidak dapat teratasi
bahkan telah menambah jumlah orang miskin di desa. Sumber daya manusia yang
berada pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan perikanan kurang
memiliki kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan jumlah produktivitasnya serta
sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional, masyarakat masih sulit untuk
memasarkan produk yang diproduksinya, belum terciptanya kemitraan yang baik
dengan pemerintahan di kabupaten Halmahera Barat terkait pemasaran produk,
pelatihan dan lain-lain merupakan faktor penghalangnya (BPS, 2020). Oleh karena itu
perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk mengelolah potensi-potensi tersebut.
Pemberdayaan masyarakat meski dipandang sebagai cara yang mempercepat dan
memperluas upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai
kebijakan (Runtunuwu dan Damayanti, 2021).

Dengan berbagai permasalahan di atas dan merujuk pada penelitian Husaeni
(2020) tentang Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa
Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur) menunjukan bahwa
potensi ekonomi Desa Sukamanah meliputi enam sektor diantaranya, sektor

pertanian, perikanan, perdagangan, perkebunan dan perhutanan, peternakan dan



ekonomi kreatif dengan faktor penghambat adalah para petani di desa tersebut bukan
pemilik lahan namun hanya sebagai buruh tani sehingga regenerasi petani hampir
tidak ada serta distribusi hasil panen tidak bisa langsung dijual melainkan harus
melewati tengkulak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa

Mandiri (Studi di Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat)”.

1.2 Fokus Penelitian

Atas dasar permasalahan di atas maka persoalan yang ingin dipecahkan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja potensi ekonomi yang bisa dikembangkan pada setiap desa di
Kecamatan Loloda Tengah.?
2. Apakah dengan pengembangan potensi ekonomi dapat berkontribusi untuk

menjadikan desa mandiri.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji berapa banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.
2. Mengkaji pengembangan potensi ekonomi yang memiliki kontribusi dalam

menjadikan desa mandiri.



14 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki 2 kontribusi yakni kontribusi teoritis dan

kontribusi praktis. Kedua kontribusi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk
mengetahui seberapa banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk
menjadikan desa mandiri. Sehingga pemerintah dapat menggunakan penelitian ini
sebagai referensi ataupun pertimbangan untuk lebih mengembangkan potensi-

potensi desa di masa yang akan datang.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi khasana
keilmuan pada bidang studi ekonomi pembangunan dan diharapkan sebagai bahan

referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya di masa yang akan datang.



